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Perbuatan homoseksual menghambat cita-cita bangsa Indonesia sehingga menjadi 
bahaya bagi masyarakat, perbuatan homoseksual dinilai sebagai sebuah kejahatan bagi 
pemuliaan generasi. Perilaku tersebut, secara jelas menghilangkan satu-satunya nilai 
kemanusiaan dari perilaku seksual yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini 
dikhawatirkan dapat berimbas kepada generasi berikutnya di Indonesia, apabila 
perbuatan tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan pidana di 
Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulisan hukum ini mengulas permasalahan yaitu 
apakah hubungan seksual LGBT merupakan suatu perbuatan kriminal sehingga dapat 
dikualifikasi sebagai tindak pidana dalam hukum pidana yang berlaku dan Apakah 
hubungan seksual LGBT mempunyai dasar yang kuat untuk di jadikan tindak pidana 
dalam prespektif pembaharuan hukum pidana. Penulisan hukum ini menggunakan 
metode penelitian yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan 
hukum ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersiser. 
Teknik analisis bahan hukumnya dianalisis secara Content Analysis (analisis isi) serta 
penulisan hukum ini yang menggunakan tipe penelitian preskriptif. Pengaturan hukum 
homoseksual di Indonesia terdapat di dalam pasal 292 KUHP. Namun, pengaturan 
hukum homoseksual di dalam KUHP dan UU pornografi memiliki kelemahan dan 
kekurangan yakni tidak diaturnya perbuatan homoseksual antara mereka yang sudah 
dewasa menurut hukum sehingga pelaku homoseksual tidak dapat dihukum pidana. 
Karenanya, Kebijakan kriminalisasi homoseksual harus disegerakan agar masyarakat 
dapat terlindung dari akibat perbuatan homoseksual yang telah sangat meresahkan. 
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Homosexual acts hinder the ideals of the Indonesian people so that it becomes a danger 
to society, homosexual acts are considered as a crime for generation breeding. This 
behavior clearly removes the only human value of sexual behavior that is given by God 
Almighty. It is feared that this could impact the next generation in Indonesia, if the act 
is not regulated in criminal law regulations in Indonesia. Based on this, the writing of 
this law reviews the problem of whether LGBT sexual relations are criminal acts so that 
they can qualify as criminal acts in applicable criminal law and whether LGBT sexual 
relations have a strong basis for making criminal acts in the perspective of criminal law 
reform. Writing this law uses normative juridical research methods. Legal materials 
used in writing this law are primary legal materials, secondary legal materials and 
tertiary legal materials. The technique of analyzing the legal material is analyzed by 
Content Analysis and the writing of this law using prescriptive research types. 
Homosexual legal arrangements in Indonesia are contained in article 292 of the 
Criminal Code. However, the regulation of homosexual law in the Criminal Code and 
the pornography law has weaknesses and shortcomings namely not regulating 
homosexual acts between those who are adults according to the law so that homosexual 
perpetrators cannot be convicted criminally. Therefore, the homosexual criminalization 
policy must be hastened so that people can be protected from the consequences of 
homosexual acts that have been very disturbing. 





A. Latar Belakang Masalah  
Dalam konteks hukum dan ketertiban Indonesia, kita harus 
memperhitungkan semua norma sosial, benegara, dan berbangsa, dan kemudian 
menerjemahkannya ke dalam hukum, yang berarti bahwa mungkin ada pendapat 
yang berbeda antara warga negara mengenai masalah ini, tetapi untuk 
mendapatkan status hukum, harus dikembalikan ke legal. penelitian. itu bisa 
dibenarkan atau tidak. Ketaatan pada norma hukum positif (norma hukum yang 
berlaku) adalah prinsip dasar patriotisme sebagai elemen perilaku 
konstitusionalistik di negara, karena keadilan, ketertiban umum, dan kepastian 
hukum dapat ditanamkan dari sana1.  
Belakangan ini, berkembang sebuah kasus yang menjadi perbincangan di 
tengah-tengah masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia, yaitu lesbian, gay, 
biseksual dan transgender atau yang biasa disebut dengan LGBT. Lesbian adalah 
sebutan untuk perempuan yang menyukai dan memiliki orientasi seks terhadap 
sesama jenis perempuan, sementara Gay adalah sebutan khusus untuk laki-laki 
yang juga memiliki orientasi seks terhadap sesama jenis, yaitu sesama laki-laki. 
Biseksual adalah sebutan untuk orang yang bisa tertarik kepada laki-laki 
dan/atau perempuan, dan Transgender sendiri adalah istilah yang digunakan 
untuk orang yang cara berperilaku atau berpenampilan berbeda atau tidak sesuai 
dengan jenis kelaminnya2. Komunitas LGBT ini tumbuh subur dan berkembang 
di dataran Eropa, Amerika dan negara barat lainnya, sementara di daerah timur 
termasuk di Indonesia LGBT merupakan suatu hal yang dianggap masih tabu 
atau terlarang, karena bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan 
berkembang di dalam masyarakat serta tidak sesuai dengan adat-istiadat 
ketimuran. 
                                                          
1 Mulyadi, L. (2008). Bunga Rampai Hukum Pidana Prespektif Teoritis dan Praktik. Bandung: 
Alumni, hlm 69. 
2 Iswandiari, Y. (2017). Apa itu LGBT? Apa Penyebab Seseorang Menjadi Gay? Retrieved 09 
04, 2019, from hellosehat.com: Yuliati Iswandiari, 2017, Apa itu LGBT? Apa Penyebab Seseorang 
Menjadi Gay?, URL: https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/apa-itu-lgbt- adalah-penyebab/, 




Kendati sudah berbagai macam penolakan bermunculan terhadap komunitas 
LGBT beserta segala aktifitas seksual yang dilakukannya, sampai saat ini belum 
terdapat pengaturan hukum yang secara konkret mengatur dan melarang aktifitas 
seksual yang dilakukan oleh seluruh komunitas LGBT di dalam hukum positif 
Indonesia. Dasar rujukan LGBT sampai saat ini adalah Pasal 292 KUHP, akan 
tetapi Pasal 292 KUHP yang menyatakan “orang yang cukup umur yang 
melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui 
atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun” masih terbatas mengatur mengenai seorang 
yang telah cukup umur melakukan perbuatan cabul atau berhubungan seks 
dengan seorang yang berjenis kelamin sama yang diketahui belum cukup umur 
saja. Tidak ada pengaturan terhadap orang yang telah cukup umur melakukan 
perbuatan cabul dan/atau berhubungan seks dengan orang yang berjenis kelamin 
sama dan diketahui juga telah cukup umur. Padahal perbuatan cabul atau 
perbuatan seks menyimpang yang dilakukan oleh komunitas LGBT yang 
berkembang saat ini tidak terbatas hanya dilakukan oleh orang dewasa kepada 
anak-anak saja, tetapi juga dilakukan oleh orang dewasa dengan orang dewasa. 
Sehingga dipandang perlu untuk melakukan kriminalisasi terhadap 
perbuatan cabul atau hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh 
komunitas LGBT di Indonesia, baik yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap 
anak dibawah umur maupun yang dilakukan oleh orang dewasa dengan sesama 
orang dewasa.  
Pancasila sebagai pedoman bahwa pelecehan seksual dengan jenis 
kelamin yang sama bertentangan dengan nilai moral , budaya serta agama 
diIndonesia. pelecehan seksual sesama jenis kelamin sekarang bukan sekedar 
identitas, tetapi juga inti dari daya tarik seks yang sama3. Kejahatan disfungsi 
seksual dimulai dengan pemikiran homoseksual, kemudian memanifestasikan 
dirinya dalam tindakan homoseksual dan, akhirnya, dikaitkan dengan bentuk 
perjuangan, yang harus dianggap sebagai perilaku yang biasa. 
                                                          




Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan 
termuat dalam Pasal 1 yang berisi “ Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara 
pria dengan wanita sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga yang 
bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Faktanya, Indonesia hanya 
mengakui pernikahan yang dibuat berdasarkan hukum agama sebagai dasar 
untuk membentuk keluarga serta tidak mengakui pernikahan dengan gen lain. Di 
arena politik kekuasaan, hak asasi manusia memainkan peran yang baik dalam 
memberi warna baru, tetapi, di sisi lain, hak asasi manusia juga menyebabkan 
kebingungan, bukan karena kesalahan dalam masalah hak asasi manusia, tetapi 
karena itu adalah objek hak asasi manusia. Orang-orang melakukan ini untuk 
keuntungan diri mereka sendiri atau kelompok mereka karena hak asasi manusia 
telah menjadi masalah bagi pengebirian kewajiban hak asasi manusia. 
LGBT berbicara tentang keadilan sendiri, tetapi mengabaikan norma dan 
nilai, hal itu sama saja dengan merenggut hak orang lain, sepatutnya negara 
untuk mengambil langkah tegas dan insentif mendisiplinkan atau bahkan 
mengkriminalkan orang LGBT, karena mereka tidak lagi mematuhi norma dasar 
dan tidak searah dengan Pancasila, yang penuh filosofi bangsa Indonesia dan 
tidak peduli seberapa cepat perkembangan zaman.4. 
Tindakan yang menyangkut dengan hubungan seksual sesama jenis kelamin  
di rumuskan dalam rancangan RUU KUHP, yaitu upaya abstaksi dari nilai-nilai 
tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Hingga kini sudut pandang 
sosiologis, tindakan-tindakan yang dikriminalisasi atas kejahatan terkait dengan 
kekerasan seksual atas dasar seksual harus menjadi salah satu bentuk melindungi 
rasa hormat baik individu maupun masyarakat Indonesia dari tindakan yang 
bertentangan dengan standar moral. 
Sebagian besar orang Indonesia tidak mampu menerima perilaku hubungan 
seksual LGBT, dan ada kekhawatiran bahwa dapat menyebabkan kekacauan 
yang menyebabkan kewaspadaan di masyarakat, lantaran pasal 292 KUHP 
sekedar mengatur perbuatan yang terkait dengan kekerasan seksual terhadap 
                                                          




anak di bawah umur., dimana bunyi Pasal 292 KUHP “menentukan larangan 
terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain 
sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum 
dewasa”. Larangan tersebut diatur kembali dalam Pasal 495 ayat (1) RUU 
KUHP namun dengan memberikan batasan usia, yaitu hanya dipidana jika 
dilakukan terhadap orang di bawah umur 18 tahun. Selain itu, Pasal 495 ayat (1) 
RUU KUHP juga memuat peningkatan sanksi pidana, yang semula pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 292 KUHP) menjadi paling lama 9 
(sembilan) tahun dengan kata lain, hubungan seksual sesama jenis dianggap sah 
karena tidak ada hukum yang mengaturnya,5. 
Di bawah RUU KUHP tentang hubungan Seksual dengan jenis kelamin yang 
sama, akan menjadi perluasan norma jika dilakukan secara paksa, dilakukan 
dengan memasang iklan di tempat-tempat umum dan melanggar pornografi. 
meskipun aturan telah diperluas, rumusan pasal 495 RUU KUHP dianggap tidak 
terpenuhi sesuai dengan harapan masyarakat, karena tidak ada yang membahas 
apakah kejahatan seksual dilakukan sesuai dengan keinginan masing-masing 
pelaku dan tindakan itu dilakukan secara diam-diam atau bukann ditempat 
umum. 
Masyarakat dihadapkan dengan masalah sosial yang dianggap terdistorsi dan 
dilarang, yang sekarang dianggap norma bahkan untuk segelintir orang sebagai 
cara hidup, jika ini hanya diperbolehkan untuk penganiayaan dan 
ketidakpercayaan orang dalam hukum. Berdasarkan hal latar belakang tersebut 
di atas, penulis mengambil judul penelitian, yaitu “KRIMINALISASI 
HUBUNGAN SEKSUAL LGBT SEBAGAI TINDAK PIDANA 




                                                          




B. Rumusan masalah 
1. Apakah hubungan seksual LGBT merupakan suatu perbuatan kriminal 
sehingga dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana dalam hukum pidana 
yang berlaku? 
2. Apakah hubungan seksual LGBT mempunyai dasar yang kuat untuk di 
jadikan tindak pidana dalam prespektif pembaharuan hukum pidana? 
C. Tujuan penelitian 
1. Untuk mengetahui hubungan seksual LGBT merupakan suatu perbuatan 
kriminal sehingga dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana dalam hukum 
pidana yang berlaku. 
2. Untuk mengetahui hubungan seksual LGBT mempunyai dasar yang kuat 
untuk di jadikan tindak pidana dalam prespektif pembaharuan hukum pidana. 
Kegunaan penelitian 
1. Kegunaan Teoritis 
Penelitian ini diharapkaan dapat bermanfaat dalam hal menambah 
menambah wawancara untuk kalangan akademisi maupun praktisi bagi 
perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Terutama ketika 
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah sah dan di undanngkan 
nantinya sehingga sanksi pidana LGBT mulai berlaku dan di tetapkan di 
Indonesia. 
2. Kegunaan Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal memberikan 
sumbangan ilmu pengetahuan, berupa konsep pemikiran dan pemahaman kepada 
hukum, terdakwa, advokad, jaksa dan masyarakat Indonesia terkait dengan 
penjatuhan pidana LGBT kepada seorang terdakwa. 
D. Originalitas Penelitian 
Untuk Mengetahui originalitas atau keaslian peneliti, maka peneliti 
membandingkan hasil yang di peroleh peneliti dengan hasil peneliti yang 
terdahulu untuk menyimpulan bahwa penelitian yang di peroleh peneliti belum 
di teliti oleh peneliti terdahulu dalam penelitiannya maka peneliti mempaparkan 





1. Beby Suryani Fithri, dan Kartika Arie, Judul Jurnal : Politik Hukum Dalam 
Kebijakan Hukum Pidana LGBT. 
Jurnal Hukum tersebut membahas terkait Bagaimana pengaturan hukum 
perbuatan homoseksual di dalam peraturan perundang-undangan pidana di 
Indonesia dan Bagaimana kekurangan pengaturan hukum perbuatan homoseksual 
di dalam peraturan perundang undangan pidana di Indonesia. 
Adapun penulis menemukan perbedaan antara jurnal hukum diatas dengan 
penelitian yang sedang peneliti lakukan Perbedaan Dengan  Peneliti Terdahulu 
Ialah hanya menguruaikan mengenai politik hukum dalam kebijakan hukum pidana 
lgbt. 
2. Roby Yansyah,Rahayu, Judul Jurnal: Globalisasilesbian,Gay,Biseksual, 
Dantransgender (Lgbt): Perspektif Ham Dan agama Dalam Lingkup hukum Di 
Indonesia. 
Jurnal Hukum Membahas Terkait Sejauh Mana pandangan hak-hak kaum 
LGBT dari perspektif agama dan hukum di Indonesia mengatur perilaku seksual 
menyimpang berdasarkan kepentingan perlindungan HAM dan penghormatan agama 
adapun penleiti menemukan Perbedaan pada peneliti Terdahulu ialah Menitik 
Beratkan Kepada hak-hak kaum lgbt dari perspektif agama dan hukum di Indonesia 
Sedangkan Yang Akan D Bahas Oleh Penulis Disini Ialah Mengenai analisis 
pengaturan secara khusus tindakan LGBT sebagai suatu perbuatan kriminal dan 
mempunyai dasar yang kuat untuk di jadikan tindak pidana dalam prespektif 
pembaharuan hukum pidana. 
3. Timbo Mangaranap Sirait, Judul Jurnal : Menilik Akseptabilitas Perkawinan 
Sesama Jenis di dalam Konstitusi Indonesia. 
Jurnal Hukum Membahas pandangan Teori Hukum Kodrat Irrasionil 
dalam mengkritisi perkawinan sesama jenis LGBT. Adapun peneliti 
menemukan perbedaan dalam peneliti terdahulu ialah: Mengfokuskan Kepada 
pandangan Teori Hukum Kodrat Irrasionil dalam mengkritisi perkawinan 
sesama jenis LGBT Sedangkan Peneliti Penulis Ialah Mengfokuskan 
Bagaimana pengaturan secara khusus tindakan LGBT sebagai suatu perbuatan 
kriminal dan mempunyai dasar yang kuat untuk di jadikan tindak pidana dalam 





E. Kerangka Kerja Teoritis 
 
1. Tinjauan umum LGBT Dalam Kriminologi, Sosiologis Agama dan 
Yuridis. 
 
a. Pengertian LGBT 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesiia, arti kata lesbian 
adalah wanita yang merasakan stimulasi seksual sesama jenis; wanita 
homoseksual. Meskipun homoseksual ialah orang yang bisa tertarik pada 
orang yang berjenis kelamin sama. Bisex didefinisikan memiliki 
karakteristik kedua jenis kelamin dan menyukai pada kedua jenis kelamin. 
Seorang transgender adalah seseorang yang memiliki identitas gender yang 
berbeda dari gender yang ditugaskan saat lahir.6. LGBT akronim untuk 
orang-orang lesbian, gay, biseksual dan transgender. Istilah ini telah 
digunakan sejak tahun 1990. Lesbian adalah istilah untuk wanita yang 
menunjukkan orientasi seksual mereka kepada wanita lain, Gay adalah 
istilah untuk pria yang menunjukkan orientasi seksual mereka kepada pria 
lain. sementara Biseksual adalah orientasi seks yang mempunyai ciri-ciri 
berupa ketertarikan estetis atau hasrat seksual kepada pria dan juga kepada 
wanita. Selain dari ketiga istilah yang telah disebutkan, ada juga 
Transgender yaitu istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang 
yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin 
yang ditetapkan saat mereka lahir namun keadaan ini tidak terkait dengan 
orientasi seksual. 
b. Tinjauan Kriminologi Terhadap Hubungan Seks Sesama Jenis 
Kelamin “LGBT” 
Dalam kriminologi, terdapat beberapa teori, yang telah digagas 
oleh pakar-pakar kriminologi terdahulu, yang menjadi acuan bagi  
keberlangsungan kriminologi itu sendiri. Teori-teori itu seperti Teori 
Asosiasi Diferensia, Anomi, kontrol sosial, dll yang dapat menjadi 
landasan dalam melihat dan menjawab masalah-masalah dalam kasus 
LGBT yang ada di Indonesia atau dalam mendukung perkembangan dan 
pembaharuan hukum dan perundangan hukum pidana. Melihat keterkaitan 
                                                          




atau kesesuaian antara teori-teori tersebut dengan perspektif dan 
paradigma yang ada, maka akan dijabarkan mengenai teori-teori tersebut 
yaitu 
a) Teori Asosiasi Diferensial 
Menurut Sutherland bahwa prilaku kriminal itu dipelajari melalui 
asiosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma 
masyarakat termasuk norma hukum. 
b) Teori Kontrol Sosial 
Perspektif kontrol adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan 
delinkuensi dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan 
pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, 
atau macetnya integrasi sosial. Kelompok-kelompok yang lemah ikatan 
sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar hukum karena 
merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Jika seseorang 
merasa dekat dengan kelompok konvensional, sedikit sekali 
kecenderungan menyimpang dari aturan-aturan kelompoknya. Tapi 
jika ada jarak sosial sebagai hasil dari putusnya ikatan seseorang 
merasa lebih bebas untuk menyimpang. 
c) Teori Anomie 
Teori Anomi adalah teori struktural tentang penyimpangan yang paling 
penting selama lebih dari lima puluh tahun. Teori  Anomi 
menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat 
sebagai penyebab penyimpangan, dimana tujuan-tujuan budaya lebih 
ditekankan daripada cara-cara yang tersedia untuk mencapai tujuan-
tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu 
harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa 
jadi sebuah penyimpangan, 
 Jadi secara etimologis, kejahatan diartikan  sebagai perbuatan 
atau tindakan jahat, di mana suatu perbuatan dianggap sebagai 
kejahatan berdasarkan pada sifat perbuatan tersebut, apabila perbuatan 
itu merugikan masyarakat atau perorangan baik secara materil, 




 Adanya perbuatan yang dibenci dan mendapat reaksi dari 
masyarakat sebagai kejahatan. Tidak seorangpun menghendaki adanya 
kejahatan terjadi dalam lingkungan masyarakatnya, karena adanya 
kejahatan akan meresahkan dan merugikan kehidupan masyarakat. 
Oleh karena itu kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi, salah 
satu cara penanggulangan kejahatan ini melalui penegakan hukum 
pidana.  
Sebagaimana pengertian yang diberikan oleh: 
Paul Moedikdo Moeliono, bahwa: “Kejahatan adalah perbuatan 
pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan 
masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan 
sehingga tidak boleh dibiarkan. 
Melihat aspek sosiologis pengertian kejahatan dapat dilihat dari  
pendapat : 
R.Soesilo yang mengatakan: “kejahatan adalah meliputi segala tingkah 
laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi 
oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku 
atau perbuatan yang secara ekonomis atau psykologis menyerang dan 
melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama. 
c. Tinjauan Sosiologis Agama dan Kesusilaan Terhadap Hubungan 
Seks Sesama Jenis Kelamin “LGBT” 
Kesusilaan adalah norma yang berfungsi sebagai dasar atau 
pedoman untuk suatu tindakan yang baik (moral) atau tidak. Sehubungan 
dengan aturan lain, seperti kesopanan dan norma hukum, aturan 
kesopanan memberikan penilaian yang lebih mendasar (tindakan) yang 
berlaku untuk seseorang. Sudiko menjelaskan sifat aturan kesusilaan 
dengan metode kesusilaan, yang menganggap seseorang sebagai pribadi 
yang berhubungan kehidupan pribadinya. "Sifat standar moral yang 
merupakan masalah pribadi seseorang ketika dia melihat kejahatan, 
seperti penipuan, pencurian atau pemerkosaan, terlepas dari apakah dia 




Berdasarkan pemahaman ini, standar kesopanan sebagian besar 
diposisikan sebagai standar untuk orang yang merespons tindakan, 
terlepas dari apakah ini benar atau tidak. Adapun norma-norma lain, 
norma-norma moral ini, bersama dengan norma-norma agama, adalah 
dasar norma hukum. Dengan demikian, norma agama dan moral adalah 
dasar untuk memahami keberadaan nilai-nilai dan langkah-langkah 
dasar, sedangkan norma kesusilaan dan hukum lebih didasarkan pada 
kesepakatan umum.    
Skema 1 
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Nilai nilai agama menjadi kriteria yang diterima masyarakat 
mengingat bahwa nilai tersebut sakral di atas segalanya, tidak ada 
keraguan tentang manfaatnya. Proses penerapan nilai agama dalam 
kehidupan manusia menciptakan model nilai-nilai baru, yang akan 
dibentuk kemudian. Misalnya, nilai-nilai agama yang memengaruhi 
pendapat seseorang tentang perilaku baik dan buruk akan menghasilkan 
















apa yang pantas / tidak pantas, karena orang beradab dalam kehidupan 
menghasilkan standar moral, dan sebagainya dipengaruhi oleh nilai-nilai 
agama.     
Skema 2 
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 Aturan hukum 
Tata Nilai kepercayaan   adat    
     
     
 
Hukum yang baik ialah hukum yang dapat memperoleh situaisi di 
mana potensi diri dan masyarakat mampu berkembang secara optiimal. 
Orang sendiri membuat hukum untuk membuat hidup lebih berbudaya.” 
7.Dengan demikian, pemahaman norma sebagai nilai peradaban yang 
dilindungi oleh hukum dapat diilustrasikan dalam skema di bawah ini 














                                                          










Kendati nilai-nilai terkandung dalam masyarakat masih sangat 
abstrak, pada dasarnya eksistensi nilai-nilai ini sangat obyektif, karena 
dipertahankan dalam batas-batas yang jelas dari nilai-nilai manusia yang 
adil dan beradab. Tidak ada alasan untuk menyangkal nilai-nilai budaya 
dalam hukum, sebaliknya, arah pengembangan hukum adalah untuk 
meningkatkan peran masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai 
budaya yang baik. 
d. Tinjauan Yuridis LGBT Di Dalam KUHP 
Kejahatan/delic adalah terjemahan dari kata strafbaar feit / delict 
(Belanda) ketika menerjemahkan suatu istilah ke dalam bahasa Indonesia, 
maka orang pintar Indonesia yang cerdas menggunakan istilah yang 
berbeda. Terminologi yang sering digunakan dalam hukum pidana adalah 
"tindak pidana". Istilah ini dimaksudkan untuk menerjemahkan istilah 
Belanda., yaitu Delict atau Strafbaar feit.  
Kejahatan kesusilaan dalam KUHP diatur dalam bab XIV, buku II, 
yang merupakan kejahatan, dan dalam bab VI, buku III termasuk jenis 
pelanggaran. Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan berisi jenis-
jenis kejahatan moral (Pasal 281 - Pasal 303 KUHP) .Beberapa tindak 
pidana yang diatur oleh KUHP berkenaan dengan perilaku LGBT dapat 
digambarkan sebagai berikut: 
Pasal 292 KUHP. 
Kejahatan melakukan tindakan kesusilaan dengan anak dibwah umur 
berjenis kelamin sama atau dalam doktrin juga sering disebut sebagai 
homoseksualitas diatur oleh pasal 292 KUHP, berbunyi:  
“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain 
sesama jenis, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum 
dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”8 
Pasal ini melindungi anak di bawah umur dari orang yang dikenal 
sebagai "homoseksual" atau "lesbian". Dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, makna homoseksual dan lesbian adalah ketertarikan orang 
                                                          




dengan gender yang sama. Mengenai unsur perbuatan kesusilaan dalam 
merumuskan ketentuan hukum pidana yang diatur dalam Pasal 292 KUHP, 
tindakan hubungan seksual, sebagaimana disebutkan di atas, yaitu, tindakan 
pelanggaran kesusilaan, di lakukan oleh orang-orang dengan jenis kelamin 
yang sama, maka bisa sangat tepat jika dalam kasus ini orang hanya 
berbicara tentang hubungan seksual secara abnormal. 
Oleh karena itu apa yang dimaksud perbuatan melanggar kesusilaan 
dalam merumuskan ketentuan pidana dalam pasal 292 KUHP tidak terbatas 
pada tindakan yang biasanya dilakukan oleh orang homoseksual, yaitu, 
mereka melakukan hubungan sesama jenis, misalnya melalui hubungan 
dubur, tetapi juga bertindak sebagai hubungan seksual bermain dengan alat 
kelamin di mulut, dll. 
Perilaku LGBT pada gilirannya akan mendorong hadirnya 
pemahaman yang menyimpang tentang seksualitas. Dikatakan menyimpang 
karena tidak dapat menyatukan antara keinginannya dengan prinsip-prinsip 
dasar kehidupan, sehingga terjadi gangguan keberfungsian sosial. Faktanya, 
tidak ada satu pun agama, nilai kemanusiaan, atau nilai kemanfaatan 
manapun yang membenarkan perilaku demikian 
2. Tinjauan Umum Kriminalisasi 
Kriminalisasi merupakan subjek investigasi hukum pidana substantif, 
yang memeriksa definisi suatu tindakantindak pidana yang terancam oleh sanksi 
pidana tertentu. Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi adalah tindakan 
atau tekad pihak berwenang tntang tindakan tertentu yang dianggap oleh 
sekelompok orang sebagai tindakan kriminal, dan karena nya dapat dihukum 
oleh pemerintah9.  
Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat bahwa kriminalisasi yaitu 
pernyataan tindakan tertentu harus dinilai sebagai tindakan kriminal yang 
dihasilkan dari pertimbangan peraturan, yang bentuk akhirnya adalah 
keputusan10.  Kriminalisasi juga dapat diartikan sebagai proses mendefinisikan 
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tindakan seseorang sebagai tindakan yang dapat dikecam. Proses tersebut 
berakhir dengan pembentukan hukum dii mana pelanggaran di ancam dengan 
sanksi dalam bentuk pidana11. 
Definisi kriminalisasi juga dapat dilihat dari segi nilai. Kriminalisasi 
berarti perubahan nilai yang menyebabkan serangkaian tindakan yang 
sebelumnya sempurna dan tidak dituntut oleh hukum, berubah menjadi tindakan 
yang dianggap keji dan tunduk pada hukuman.  
Pendapat Paul Cornill, konsep kriminalisasi tidak terbatas pada definisi 
tindakan sebagai tindak pidana dan dapat dikecam, tetapi juga mencakup 
penambahan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang ada. 
Berkaitan dengan masalah kriminalisasi, Muladi menjelaskan salah satu 
langkah yang harus dipertimbangkan sebagai pedoman, yaitu : 
1. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan kriminalisasi 
berlebihan yang digolongkan sebagai penyalahgunaan hukuman pidana. 
2. Kriminalisasi tidak boleh bersifat tidak permanen 
3. Kriminalisasi wajib mengandung unsur korban baik aktual atauu 
potensial 
4. Kriminalisasi juga memperhitungkan analisa biaya : hasil dan prinsip 
ultimum remedium 
5. Kriminalisasi harus harus menegakkan peraturan 
6. Kriminalisasi harus mendapat dukungan publik 
7. Kriminalisasi harus mengandung unsur-unsur sub-sosial yang 
membahayakan masyarakat, meskipun sangat kecil. 
8. Kriminalisasi harus memperhitungkan peringatan bahwa setiap 
peraturan pidana membatasi kebebasan orang dan memungkinkan 
penegakan hukum untuk mengekang kebebasan 12. 
Asas-asas Kriminalisasi/ Prinsip Kriminalisasi 
Prinsip adalah prinsip, atau dasar, atau dasar untuk mengadopsi aturan, 
kebijakan, dan keputusan mengenai aktivitas kehidupan manusia. Prinsip-
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prinsip hukum adalah standar etika, konsep filsafatt negara serta doktrin 
politik.13. Selain asas hukum membentuk pemikiran penentuan pilihan 
kebijakan , prinsip hukum, pandangan individu juga masyarakat, dan kerangka 
harapan masyarakat. 
Scholten berpandangan , Asas hukum ialah pemikiran yang tidak secara 
eksplisit dinyatakan dalamm undangundang. Pengukuran kebenaran sesuai 
dengan hukum dapat ditemukan dalam teks hukum.  
Sementara itu, menurut Van Hooke, prinsip hukum adalah pilihan pertama 
untuk kebijakan sosial yang nyata, serta prinsip etika hukum.14. 
Dalam konteks kriminalisasi, asas didefinisikan sebagai konsep dasar, 
standar etika dan prinsip hukum yang menentukan pembentukan norma hukum 
pidana melalui pembuatan  peraturan perundang-undangan pidana. Dengan kata 
lain, asas-asas hukum adalah konsep dasar, norma etika dan prinsip dasar 
menggunakan hukum pidana sebagai alat untuk memerangi kejahatan. 
Ada tiga prinsip kriminalisasi yang harus dipertimbangkan oleh pembuat 
undang-undang saat mengkriminalisasi suatu tindakan bersama dengan 
ancaman sanksi pidana, yaitu:  
1) prinsip legalitas; 
2) prinsip subsidiaritas, dan 
3) prinsip kesetaraan.  
Pertama, prinsip legalitas, yaitu prinsip yang esensinya terkandung 
dalam ungkapan nullum delictu, nulla poena sie praevia lege poenali, diusulkan 
oleh von Feurbach. Ungkapan tersebut menyiratkan bahwa "suatu tindakan 
tidak dapat dikutuk, dengan pengecualian hukum pidana yang ada sebelum 
dilakukannya tindakan." Asas legalitas adalah prinsip terpenting hukum pidana, 
terutama prinsip utama penentuan kriminalisasi . 
Schafmeister berpandangan dan J. E. Sahetapy15 asas legalitas 
mengandung tujuh makna, yaitu : (I) tidak bisa dipidana, kecuali berdasarkan 
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ketentuan hukum pidana sesuai dengan hukum; (II) tidak ada hukum pidana 
berdasarkan analogi;16 (III) tidak bisa dihukum hanya karena kebiasaan ; (IV) 
seharusnya tidak ada kata-kata yang tidak jelas tentang kejahatan (istilah lex 
certa); (V) tidak ada efek surut dari ketentuan pidana; (VI) tidak ada pidana 
selain yang ditetapkan oleh hukum;  (VII) penuntutan pidana hanya dengan cara 
yang ditentukan oleh hukum17.  
Selain fakta bahwa kebijakan kriminalisasi didasarkan pada asas 
legalitas, kebijakan juga harus didasarkan pada prinsip subsidiaritas. Ini berarti 
bahwa hukum pidana harus digunakan sebagai ultimatum (senjata sempurna) 
untuk memerangi kejahatan, yang menggunakan alat hukuman, dan bukan 
sebagai alat utama perlindungan untuk mengatasi masalah kejahatan. 
Penerapan asas subsidiaritas dalam kebijakan kriminalisasi dan 
dekriminalisasi perlu mempelajari efektivitas menggunakan hukum pidana 
dalam memerangi kejahatan atau tindakan yang merugikan masyarakat. 
Pertanyaan utama yang perlu diselidiki adalah apakah tidak mungkin untuk 
mencapai tujuan yang dicapai melalui hukum pidana dan cara-cara lain yang 
membutuhkan lebih sedikit biaya sosial dan individu. Ini mengharuskan kita 
untuk mengetahui konsekuensi dari menggunakan hukum pidana dan bahwa 
kita dapat menjamin bahwa tindakan hukum pidana memang sangat 
berguna.18. 
Jika investigasi menentukan bahwa penggunaan metode lain lebih efektif 
dan lebih berguna dalam memerangi kejahatan, jangan gunakan hukum 
pidana. Dalam praktek legislatif, upaya untuk melakukan investigasi semacam 
itu tidak hanya dilakukan, tetapi juga tidak terpikirkan. Penggunaan prinsip 
subsidiaritas dalam praktik legislatif tidak memenuhi harapan. Hukum pidana 
bukanlah koreksi final, tetapi koreksi primer. Penentuan kriminal 
menempatkan beban yang terlalu berat dan berlebihan pada institusi yang 
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adil19. Realitas yang muncul dalam praktik legislasi adalah bahwa legislator 
sangat yakin bahwa definisi suatu tindakan sebagai tindakan yang dilarang, 
disertai dengan ancaman kriminal yang serius, secara otomatis mempengaruhi 
perilaku anggota masyarakat. 
Menggunakan asas subsidiaritas dalam menentukan perilaku terlarang 
terdapat dua faktor. Pertama, penggunaan asas subsidiaritas akan berkontribusi 
pada lahirnya hukum pidana yang adil. Kedua, praktik legislasi berdampak 
negatif pada sistem hukum pidana karena “overcriminalisasi” dan 
“overpenalisasi”, sehingga hukum pidana kehilangan pengaruhnya di 
masyarakat. Selain itu, kriminalisasi yang berlebihan dan pertanggungjawaban 
pidana yang berlebihan memperburuk beban aparat hukum dalam proses 
peradilan pidana. Akibatnya, hukum pidana tidak dapat berfungsi dengan baik 
dan karenanya juga kehilangan wibawanya20. Ketiga, Selain asas legalitas dan 
asas subsidiaritas, ada asas lain yang juga menempati tempat penting dalam 
proses kriminalisasi, yaitu asas kesetaraan/kesamaan adalah kesederhanaan 
dan kejelasan. Kesederhanaan dan kejelasan akan mengarah pada ketertiban. 
3. Tinjauan umum tindak pidana. 
 Kejahatan adalah terjemahan dari istilah Belanda "Strafbaar Feit", 
sedangkan dalam bahasa Latin istilah "Delictum" digunakan. Bahasa Indonesia 
menggunakan istilah deli. Definisi kejahatan menurut pidadan oleh para ahli 
hukum pidana, Moeljatno berpendapat delik adalah21 :  
  “Tindakan yang dilarang oleh hukum, yang melarang disertai 
dengan ancaman dalam bentuk kejahatan tertentu, bagi mereka yang 
melanggar larangan, dapat juga dikatakan bahwa tindakan pidana yaitu 
tindakan yang dilarang dan diancam oleh aturan pidana. Asal dallam 
pidana itu diingat bahwa larangan itu ditunjukkan pada tindakan (suatu 
kondisi atau peristiwa yang disebabkan oleh perilaku orang yang 
menyebabkan peristiwa ini” 
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Menurut Pompe, seperti dinyatakan Bambang Poernomo, konsep 
"strafbaar feit" dapat dibagi menjadi22 : 
a. Definisi teoretis memberikan makna "strafbaar feit" ini merupakan 
pelanggaran norma yang dilakukan karena penjahat dan mengancam 
dengan tindakan kriminal untuk mempertahankan supremasi hukum 
dan menjaga kesejahteran masyarakat. 
b. Definisi berdasarkan hukum positif, "stafbaar feit" merupakan 
peristiwa (feit), yang dirumuskan secara hukum sebagai tindakan 
yang dapat dihukum. P.A.F Lamintang berpendapat23 : 
“Istilah "kejahatan" berasal dari bahasa Belanda "Strafbaar feit". 
Kata feith dalam bahasa Belanda berarti "bagian dari kenyataan" 
dan strafbaar berarti "dapat dihukum," sehingga secara harfiah 
"stafbaar feit" dapat diterjemahkan atau ditafsirkan ke dalam 
bahasa Indonesia, yang berarti bagian dari realitas yang dapat 
dihukum.”  
 
4. Tinjauan Pembaharuan Hukum Pidana. 
Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya 
melakukan peninjauan dan pembentukan kembali ( reorientasi dan reformasi) 
hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-
filosofik dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, 
penggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha 
pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana 
Indonesia masa depan sesuai dengan sosio-politik, sosio filosofik, dan nilai-
nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Pada pelakasanaanya penggalian 
nilai ini bersumber pada hukum adat, hukum pidana positif ( KUHP ), hukum 
agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan 
internasional mengenai materi hukum pidana.  
Pembaharuan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia 
dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu: 
1. Pembuatan undang-undang yang maksudnya untuk mengubah, 
menambah dan melengkapi KUHP yang sekarang berlaku. 
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2. Menyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-
KUHP) yang tujuannya untuk menggantikan KUHP yang sekarang 
berlaku yang merupakan warisan kolonial. 
Sifat Undang-undang yang selalu tertinggal dari realitas sosial 
menjadi landasan dasar ide pembaharuan KUHP. KUHP yang masih berlaku 
saat ini merupakan produk kolonial yang diterapkan di negara jajahan untuk 
menciptkan ketaatan. Indonesia yang kini menjadi negara yang bebas dan 
merdeka hendaknya menyusun sebuah peraturan pidana baru yang sesuai 
dengan jiwa bangsa. 
Pembaharuan hukum pidana Indonesia didasarkan pada alasan-alasan 
sebagai berikut: 
1. KUHP dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan 
hukum pidana nasional Indonesia. 
2. Perkembangan Hukum Pidana diluar KUHP, baik berupa hukum 
pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah 
menggeserkeberadaan system hukum pidana dalam KUHP. Keadaan 
ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu system hukum 
pidana yang berlaku dalam system hukum pidana nasional. 
3. Dalam beberapa hal telah juga terjadi duplikasinorma hukum pidana 
antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum 
pidana dalam undang-undang di luar KUHP. 
Tiga Pilar Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia meliputi: 
1. Tindak Pidana (Criminal Act) 
2. Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Responsibility) 
3. Pidana dan Pemidanaan (Punishment and Treatment System) 
Sudarto berpendapat,24 di Indonesia pandangan dan konsep nilai 
berdasarkan Pancasila, sedangkan pandangan tentang hukum pidana erat 
sekali hubungannya dengan pandangan yang umum tentang hukum, tentang 
negara dan masyarakat dan tentang kriminalitas (kejahatan). 
Pentingnya melakukan pembaharuan hukum pidana materiel 
Indonesia yang berorientasi pada falsafah Pancasila menurut Sudarto25 
disebabkan karena antara lain adanya alasan sosiologis, bahwa pengaturan 
dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik sesuatu 
bangsa dimana hukum itu berkembang. Ini berarti bahwa nilai- nilai sosial 
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dan kebudayaan dari bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan di dalam 
hukum pidana. 
Menurut Barda Nawawi Arief makna dan hakekat pembaharuan 
hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya 
pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi 
diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek 
sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari aspek kebijakan 
(khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan 
hukum). 
Selanjutnya dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa 
pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu 
upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai 
dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural 
masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal 
dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.15 Jadi masalah sentral dari 
sudut kebijakan hukum pidana sebenarnya terletak pada masalah konsep nilai 
(pandangan/ideologi) hubungan kekuasaan/hak antara negara dan warga 
masyarakat. 
Berdasarkan fakta yang ada memang KUHP sebagai produk warisan 
peninggalan zaman penjajahan Belanda sampai sekarang masih dijadikan 
dasar bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana di 
negara kita. Padahal disadari bahwa produk hukum pemerintahan zaman 
kolonial Belanda tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat 
Indonesia yang mempunyai latar belakang nilai-nlai kehidupan berbeda 
dengan nilai-nilai yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif 
dan substantif KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia. 
Metode penelitian 
a. Metode Pendekatan 
Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesain masalah 
melalui tahap yang di tentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau 
penulisan. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan 
yuridis normatif di lakukan dengan cara menelaah dan menginterpresentasukan 
hal hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma 
hukum yang berkaitan dengan “Kriminalisasi Hubungan Seksual Lgbt 
Sebagai Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum 




dengan mempelajari jurnal jurnal, buku buku, peraturan peraturan perundang 
undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 
b. Jenis Bahan Hukum 
Bahan hukum yang digunakan dalam tugas ahir ini meliputi : 
1. Bahan Hukum Primer 
a. Undang Undang Dasar 1945 
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
c. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
d. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana. 
2. Bahan Hukum Sekunder. 
Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 
primer berhubungan dengan objek penelitian seperti studi buku-buku 
literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal hukum, 
makalah dan artikel, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan 
permasalahan dalam penelitian ini, 
3. Bahan Hukum Tersier. 
Bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan 
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : 
a) Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
b) Kamus Hukum. 
c) Kamus Inggris-Indonesia. 
d) Ensiklopedia, dan lain lain mengenai “Kriminalisasi Hubungan 
Seksual Lgbt Sebagai Tindak Pidana Kesusilaan dalam 
Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana” 
c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah model studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan 
merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari 
berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam 
penelitian hukum normative, kemudian dikaji dan disusun secara komperhensif 
sestematif. 




Analisa dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif yakni 
penelitian teori teori, asas asas, norma norma, doktrin dana pasal pasal dalam 
undang undang. Data yang di analisa secara kualitatif tersebut akan di 
kemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan 
hubungan antar jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dam diolah 
kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan 
mengungkapkan dasar hukum atau teorinya dan dapat memberikan solusi 
terhadap permasalahan yang dimaksud. 
 
I. Pembahasan 
1. Hubungan seksusal LGBT merupakan suatu perbuatan kriminal 
sehingga dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana ? 
Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata 
jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, 
sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan 
melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan 
merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti 
perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ada beberapa 
pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku 
manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur 
dalam hukum pidana.Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti 
tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.26 
Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu 
perbuatan yang disengaja (intentional act) maupun kelalaian (oomission) 
yang melanggar hukum pidana tertulis maupunputusan hakim yang 
dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan 
diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun 
pelanggaran27 
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Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya 
kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena 
merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya 
untuk mencegah dan memberantasnya28 
Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang 
sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari 
nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam 
masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut 
dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga 
penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas 
bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, 
kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.29  
Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam 
berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. 
1. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia 
melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan 
bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. 
2. Aspek sosial artinya bahwa sesorang dianggap berbuat kejahatan jika ia 
mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat 
menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang 
berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan 
oleh masyarakat yang bersangkutan. 
3. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia 
merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya 
kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai 
penghambat atas kebahagiaan orang lain.30 
Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum 
berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum 
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pidana/kejahatan/,criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan 
korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh 
perhatian terhadap kejahatan, yaitu : 
1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan; 
2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal; 
3. Perilaku yang dideskriminalisasi; 
4. Populasi pelaku yang ditahan; 
5. Tindakan yang melanggar norma; 
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial31 
Ketika membahas mengenai tindak pidana hubungan seksual 
sesama jenis yang dilakukan oleh LGBT Perbuatan cabul atau hubungan 
seksual sesama jenis yang dilakukan oleh komunitas LGBT saat ini tidak 
terbatas hanya dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak saja, tetapi 
juga dilakukan oleh orang dewasa dengan sesama orang dewasa, bahkan 
tidak menutup kemungkinan juga akan dilakukan oleh seorang anak yang 
belum cukup umur dengan sesama anak yang juga belum cukup umur.  
Sehingga dipandang perlu untuk dilakukan langkah-langkah nyata 
dalam hal perumusan aturan hukum yang mengakomodir seluruh 
pengaturan terhadap perbuatan cabul atau hubungan seksual sesama jenis 
yang dilakukan oleh komunitas LGBT yang telah sama-sama dewasa dan 
juga yang sama-sama masih berada dibawah umur. 
Sampai saat ini perilaku seks menyimpang LGBT masih belum 
diatur secara jelas dan menyeluruh di dalam KUHP. Sehingga dapat 
kualifikasikan LGBT merupakan bagian dari kejahatan seksual, tindak 
pidana menurut hukum pidana Indonesia yaitu diatur di dalam ketentuan 
Pasal 292 KUHP, akan tetapi ketentuan tersebut masih sangat terbatas 
hanya mengatur orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul atau 
hubungan seksual sesama jenis dengan seorang anak di bawah umur saja. 
                                                          





Pasal yang dijadikan dasar rujukan terhadap perbuatan seks 
menyimpang khususnya perbuatan cabul sesama jenis atau hubungan 
seksual sesama jenis yang dilakukan oleh komunitas LGBT selama ini 
hanyalah Pasal 292 KUHP yang menyatakan “orang yang cukup umur 
yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang 
diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”32. 
Pasal tersebut belum cukup mengakomodir seluruh perbuatan 
menyimpang yang dilakukan oleh komunitas LGBT yang kian meluas 
akhir-akhir ini. Pasal 292 KUHP masih terbatas mengatur mengenai 
seorang yang telah cukup umur yang melakukan perbuatan cabul atau 
hubungan seksual sesama jenis dengan sorang yang belum cukup umur 
saja, atau dengan kata lain KUHP yang berlaku saat ini hanya mengatur 
hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh komunitas LGBT 
yang telah dewasa terhadap anak-anak saja. Terhadap seorang yang telah 
dewasa melakukan perbuatan cabul atau melakukan hubungan seksual 
sesama jenis dengan seorang yang juga telah dewasa serta seorang yang 
masih belum cukup umur melakukan melakukan hubungan seksual 
sesama jenis dengan seseorang yang juga diketahui belum cukup umur 
belum terdapat pengaturan di dalam KUHP. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro, pertimbangan Pasal 292 KUHP 
adalah kehendak pembentuk undang-undang untuk melindungi 
kepentingan orang yang belum dewasa, yang menurut keterangan dengan 
perbuatan akan sangat terganggu terutama jiwanya. Dari  Pasal 292 di  
atas dapat kita ketahui  bahwa  jerat  pidana  bagi  pelaku homoseksual  
memang  ada,  yakni  apabila dilakukan oleh orang dewasa dengan anak 
di bawah umur yang berjenis kelamin sama. Namun,   memiliki   sifat   
penyuka   atau ketertarikan  dengan  sesama  jenis  tidak`dipidana,  tetapi  
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apabila  diikuti  dengan perbuatan  cabul  maka  pelakunya  dapat 
dipidana33. 
Secara tidak langsung makna 292 KUHP akan berdampak pada 
semua anak/remaja pada umumnya.  Walaupun  pendidikan seksual mulai 
diintegrasikan pada institusi pendidikan, pengetahuan remaja laki-laki dan 
perempuan tentang kesehatan reproduksi masih sangat memprihatinkan. 
Data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 
menunjukkan bahwa hanya 52 persen masyarakat Indonesia usia 15-24 
yang tahu bahwa hubungan seksual dapat mengakibatkan kehamilan. 
Usaha pemerintah untuk mendekatkan informasi kesehatan 
reproduksi kepada semua anak/remaja selalu mendapatkan tantangan yang 
berat karena terbentur pada norma kesusilaan dan  sulitnya untuk 
dibicarakan secara terbuka. Kondisi tersebut menyebabkan informasi  
penting  terkait seksualitas dan kesehatan reproduksi tidak tersampaikan 
dengan baik pada anak/remaja yang mengalami pubertas dan secara 
biologis sudah mulai merasakan dan memiliki kebutuhan untuk 
memahami dan mengelola gairah seksualnya. 
Kejahatan kesusilaan dalam KUHP diatur dalam bab XIV, buku II, 
yang merupakan kejahatan, dan dalam bab VI, buku III termasuk jenis 
pelanggaran. Bab XIV, tentang pelanggaran terhadap kesusilaan, berisi 
jenis-jenis kejahatan moral (bagian 281 - bagian 303 KUHP) Delik 
Kesusilaan termuat dalam KUHP terkait prilaku LGBT dijabarkan sebagai 
berikut:  
Pasal 292 KUHP. 
Kejahatan melakukan tindakan kesusilaan dengan anak 
dibwah umur berjenis kelamin sama atau dalam doktrin juga sering 
disebut sebagai homoseksualitas diatur oleh pasal 292 KUHP, 
berbunyi:  
“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan 
orang lain sesama jenis, yang diketahuinya atau sepatutnya harus 
                                                          




diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun.”34 
Pasal ini melindungi anak di bawah umur dari orang yang 
dikenal sebagai "homoseksual" atau "lesbian". Dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, makna homoseksual dan lesbian adalah 
ketertarikan orang dengan gender yang sama. Mengenai unsur 
perbuatan kesusilaan dalam merumuskan ketentuan hukum pidana 
yang diatur dalam Pasal 292 KUHP, tindakan hubungan seksual, 
sebagaimana disebutkan di atas, yaitu, tindakan pelanggaran 
kesusilaan, di lakukan oleh orang-orang dengan jenis kelamin yang 
sama, maka bisa sangat tepat jika dalam kasus ini orang hanya 
berbicara tentang hubungan seksual secara abnormal. 
Oleh karena itu apa yang dimaksud perbuatan melanggar 
kesusilaan dalam merumuskan ketentuan pidana dalam pasal 292 
KUHP tidak terbatas pada tindakan yang biasanya dilakukan oleh 
orang homoseksual, yaitu, mereka melakukan hubungan sesama 
jenis, misalnya melalui hubungan dubur, tetapi juga bertindak 
sebagai hubungan seksual bermain dengan alat kelamin di mulut, 
dll. 
2. Hubungan seksual LGBT mempunyai dasar yang kuat untuk di jadikan 
tindak pidana dalam prespektif pembaharuan hukum pidana 
Ketika membahas mengenai tindak pidana hubungan seksual sesama jenis 
yang dilakukan oleh LGBT. Perbuatan cabul atau hubungan seksual sesama 
jenis yang dilakukan oleh komunitas LGBT saat ini tidak terbatas hanya 
dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak saja, tetapi juga dilakukan 
oleh orang dewasa dengan sesama orang dewasa, bahkan tidak menutup 
kemungkinan juga akan dilakukan oleh seorang anak yang belum cukup umur 
dengan sesama anak yang juga belum cukup umur. 
Pembaruan hukum pidana ini dimulai dari kebijakan hukum pidana 
yang memandu standar hukum pidana konsisten dengan nilaii yang termuuat 
dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Upaya mereformasi hukum pidana 
                                                          




harus didasarkan politik hukum pidana dan kebijakan kriminal, yang 
mencerminkan aspirasi nasional juga kebutuhan masyarakat saat ini sampai 
masa depan,35. 
 Dengan demikian, dalam upaya pembaharuan kebijakan hukum pidana 
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, aturan ini harus 
memuat aturan yang membatasi tindakan yang tidak terbatas pada pengaturan 
perilaku yang sebenarnya melarang tindakan dan konsekuensinya, tetapi juga 
tindakan yang melanggar Tuhan dan nilai-nilai moral. Kehidupan dalam 
komunitas terkandung dalam Pancasila sebagai sumber dari semua sumber 
hukum. 
 Perkembangan globalisasi dan tindakan modernisasi, serta budaya Barat 
yang datang dan pergi ke Indonesia, dapat merusak nilai-nilai Pancasil. 
Tindakan modernisasi dan globalisasi harus dicegah dengan adopsi peraturan 
hingga mampu membatasi tindakan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai 
moral masyarakat . Tindakan disebabkan oleh masa yang saling bertentangan 
secara moral ialah perbuatan hubungan seksual LGBT. Sampai sekarang, 
orang-orang LGBT telah mengungsi atas nama hak asasi manusia universal 
yang diterima oleh negara-negara Barat, sementara Indonesia telah 
mengadopsi Pancasila sebagai norma yang menerima nilai-nilai 
kemanusiaan.36  
 Nilai-nilai kemanusiaan suatu bangsa dilarang bertolak belakang dengan 
nilai-nilai Tuhan. Dalam perjalanan kebijakan hukum pidana, itu harus 
mendukung nilai-nilai sakral dari tindakan yang bertentangan dengan 
keseimbangan bangsa itu sendiri, di antaranya yaiitu tindakan orang lgbt. 
Tindakan orang lgbt sangat tidak bermoral dan seharusnya tidak boleh 
diizinkan atas nama hak asasi manusia, yang tidak mengindahkan ideologi 
Pancasila sebagai sumber dari semua sumber-sumber hukum. 
 Kebijakan hukum pidana harus memungkinkan perjuangan melawan 
orang-orang LGBT dengan menciptakan atau mengembalikan aturan yang 
baik, yang mungkin merupakan upaya untuk menentang tindakan yang 
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bertentangan dengan nilai-nilai moral masyarakat. Aktivitas orang LGBT juga 
menyebabkan kegemparan publik dan opini publik yang buruk. Kebijakan 
hukum pidana harus mempertimbangkan tindakan ilegal dari tindakan tersebut 
dan tujuan dari hukuman untuk tindakan tersebut, yang akan dikenakan 
hukuman pidana. Perbuatan hubungan seksual LGBT dianggap sebagai 
pelanggaran yang bersifat materil ilegal, lantaran tidak selaras dengan nilai-
nilai yang terpancarkan dalam masyarakat sehingga menyebabkan ketidak 
nyamanan, dan dianggap sebagai tindakan kriminal. Kejahatan harus dianggap 
sebagai pelanggaran keseimbangan, harmoni, dan harmoni dalam kehidupan 
manusia.37. 
 Perbuatan hubungan seksual LGBT dipandang sebagai tindakan yang 
mengganggu keseimbangan, harmoni, dan keselarasan dalam masyarakat. 
Tetapi di masa depan, arahan politik hukum pidana diharapkan untuk 
mengatasi perbuatan hubungan seksual LGBT dengan disesuaikan dengan 
hukuman dan tujuan hukum pidana supaya menjadi efektif dan mengatasi 
tindakan hubungan seksual LGBT. Lantaran ini dianggap suatu kejahatan 
dalam nilai-nilai hidup dalam masyarakat. 
 Fenomena hubungan sex sesama jenis kelamin telah terjadi di Indonesia, 
tetapi tidak ada pelanggaran hukum pidana untuk mendefinisikan tindakan 
orang LGBT dan hanya Pasal 292 KUHP cocok untuk pelanggaran tersebut 
salah satunya adalah, karena kurangnya upaya kebijakan hukum pidana untuk 
mengatasi tindakan ini. Pasal 292 KUHP juga menyebutkan jenis kelamin 
yang sama atau tindakan seksual serupa, tetapi mereka tidak dapat menjebak 
orang lgbt karena tindakan tersebut harus dilakukan terhadap anak di bawah 
umur.  
Beberapa pelaku hubungan seksual sesama jenis LGBT dibebaskan 
hanya karena mereka tidak dapat didakwa berdasarkan pasal 292 KUHP. 
Karena secara rinci tindakan ini bukan LGBT, tetapi dianggap sebagai 
tindakan sodomi. Namun, tindakan LGBT justru merusak nilai keseimbangan 
nasional dan nilai moral yang ada di masyarakat dan dekat dengan pornografi. 
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Lebih baik jika memperluas makna penjelasan pasal 292 KUHP serta 
memperluas makna dapat memberikan kata-kata tambahan dari Pasal 292 a 
KUHP yang berisi sebagai berikut: 
Pasal 292 a KUHP ...“ Setiap orang yang melakukan perzinahan dengan 
orang lain dari jenis kelamin yang sama, dan sesuatu yang melanggar 
kesusilaan yang bertentangan nilai ke-Tuhanan Pancasila, serta nilai 
kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, di ancam dengan pidana penjara 
maksimum 5 tahun.”.38 
Perbuatan LGBT dianggap sebagai penyakit menular, karena tidak hanya 
formulasi yang benar dari tindakan tersebut sebagai tindakan kriminal dengan 
kebijakan hukum pidana, juga harus disertai dengan tujuan pemidanaan yang 
mungkin relevan dengan tindakan ini, yang juga berorientasi pada 
peningkatan dan penanganan pelaku. Ini tidak hanya memprioritaskan 
tindakan pembalasan yang merupakan tujuan dari teori pemidanaan retributif. 
Kebijakan hukum pidana terutama mempelajari masalah bagaimana 
mengembangkan, mengatur dan menggunakan hukum pidana untuk mengatur 
/ mengendalikan perilaku orang, terutama untuk memerangi kejahatan, untuk 
melindungi dan mesejahterakan masyarakat.39. 
Oleh karena itu tujuan  pemidanaan harus berorientasi pada representasi 
integratif yang terdiri dari serangkaian tujuan pemidanaan yang harus dicapai, 
asalkan tujuan ini dalam fokus yang bersifat kasuistik. Dalam halnya ini 
terkait LGBT, tujuan pemidanaan di arahkan pada perbuatan si pelaku juga 
demi perbaikan diri pelaku LGBT itu sendiri. Seperti dalam RUU KUHP 
yang akan datang, KUHP menyetujui bahwa tujuan hukuman adalah: 
1. Tidak diperbolehkan segala tindakan kriminal dalam menjaga norma-
norma hukum demi keselamatan masyarakat, 
2. Mmasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pmberian bimbingan 
untuk menjadikannya orang yang baik dan berguna 
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3. Menanggulangi konflik, mengembalikan keseimbangan, dan 
menyebarkan rasa damai bagi masyarakatt 
4. Membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana. 
Seperti ini arah politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana untuk 
memberantas tindakan orang LGBT dengan penekanan pada tujuan 
pemidanaan dapat memberikan efek jera pada pelaku perbuatan LGBT, juga 
mengembalikan keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam masyarakat 
dan mempertahankan kesucian keseimbangan nilai-nilai yang ada dalam 
ideologi Pancasila terutama nilai Tuhan. Kebijakan hukum pidana mengenai 
tindakan hubungan seksual sesama jenis LGBT juga ditujukan untuk 
mendorong para pelaku agar mereka dapat diterima kembali dalam 
masyarakat yang beradab dan menerima kesembuhan di luar keyakinan. 
Karena pernyataan ini dianggap sebagai penyakit yang dapat ditularkan 
melalui pergaulan. 
Konsep Ideal Rumusan Kriminalisasi Perbuatan Hubungan Seksual 
LGBT di Indonesia 
Kriminalisasi perbuatan hubungan seksual LGBT merupakan hal yang 
wajib dilakukan oleh DPR dan Pemerintah guna dapat dijadikan dasar bagi 
para penegak hukum untuk memidanaan para pelaku homoseks di Indonesia. 
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa dalam membentuk suatu 
peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas-asas 
Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang baik, yang meliputi: 
Pasal 5 
 
a. Kejelasan tujuan; 
b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 
c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 
d. Dapat dilaksanakan; 
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 
f. Kejelasan rumusan; dan 
g. Keterbukaan 
 
 Berdasarkan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 




mengenai “dapat dilaksanakan”, yang bermakna bahwa dalam pembentukan 
suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas 
dalam kehidupan masyarakat (secara filosofis; sosiologis; dan yuridis), maka 
dalam konteks penelitian ini Pemerintah dan DPR RI dalam membentuk 
KUHP yang baru wajib mematuhi Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga 
efektivitas kriminalisasi perbuatan homoseks yang dilakukan seseorang 
terhadap orang lain di Indonesia benar-benar di perhitungkan secara pasti. 
  Berbagai justifikasi kriminalisasi perbuatan LGBT telah dibahas di 
atas, bahwa kriminalisasi perbuatan homoseks urgen untuk dilakukan, 
maka pembahasan selanjutnya adalah membahas mengenai konsep ideal 
rumusan kriminalisasi homoseks yang memuat bentuk tindak pidana yang 
konkrit; jelas; dan tidak multi tafsir serta sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat Indonesia, sehingga dapat diterapkan secara efektiv terhadap 
kasus aktual perbuatan homoseks. Pembahasan dalam menentukan konsep 
kriminalisasi perbuatan homoseks ini akan di awali dengan menjelaskan 
berbagai unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 292 KUHP;  
Pasal 495 RUU KUHP. Penjelasan unsur-unsur ini dilakukan untuk 
mengetahui kelemahan atau kekurangan atas ketiga pasal tersebut, 
sehingga kelemahan atau kekurangan tersebut dapat dilengkapi melalui 
penyusunan konsep kriminalisasi perbuatan homoseks. 
  Substansi dari kedua pasal tersebut mengatur mengenai larangan 
perbuatan cabul sesama jenis yang sangat erat berkaitan terhadap kasus 
homoseks di Indonesia. Sampai saat ini, penegakan hukum terhadap 
praktik homoseks tidak jarang dilakukan dengan mendasarkan pada Pasal 
292 KUHP, bahkan hal ini menjadi preseden para penegak hukum dalam 
menangani perkara homoseks. 
  Pembahasan konsep ideal rumusan kriminalisasi ini juga dilakukan dalam 
rangka menemukan istilah yang tepat dan ciri atau sifat yang khas40 
Moeljatno, dari upaya kriminalisasi homoseks, sehingga dapat membantu 
atau mempermudah kinerja para penegak hukum dalam menangani praktik-
                                                          




praktik homoseks, berikut penjelasan rumusan larangan perbuatan cabul 
sesama jenis yang diatur dalam berbagai peraturan, yaitu: 
Rumusan Pasal 292 KUHP 
Sebelum adanya rumusan Pasal 451 RUU KUHP, pengaturan larangan 
perbuatan cabul sesama jenis telah diatur pada Pasal 292 KUHP dan Pasal 
76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
Pasal 292 KUHP dimuat dalam Bab XIV Buku ke-2 (dua) KUHP 
tentang kejahatan kesusilaan, Roeslan Saleh mengemukakan bahwa 
kesusilaan tidak terbatas pada bidang seksual saja, namun juga meliputi 
hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan 
bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat41. (Sulaeman, 2008) 
Larangan perbuatan cabul sesama jenis dalam Pasal 292 KUHP, 
(Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2007) dinyatakan 
bahwa “Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan 
orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, 
bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun”. 
KUHP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian 
perbuatan cabul dan penjelasan unsur-unsur dalam Pasal 292 KUHP, 
sehingga pengertian perbuatan cabul dan penjelasan unsur-unsur Pasal 292 
KUHP diserahkan kepada para penegak hukum untuk ditafsirkan melalui 
doktrin-doktrin ahli hukum pidana, sebagai contohnya adalah doktrin R 
Soesilo, yang telah mengemukakan mengenai unsur-unsur yang terkandung 
dalam Pasal 292 KUHP ini42, (Soesilo, 1995) yaitu: 
a. Frasa “orang yang cukup umur” pada Pasal 292 KUHP bermakna 
seseorang yang telah berumur 21 tahun atau belum 21 tahun, akan 
tetapi sudah atau sudah pernah kawin; 
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b. Frasa “sama kelamin atau jenis kelamin yang sama” pada Pasal 292 
KUHP bermakna seseorang yang berjenis kelamin laki-laki dengan 
seseorang yang berjenis kelamin laki-laki atau seseorang yang berjenis 
kelamin perempuan dengan seseorang yang berjenis kelamin 
perempuan; 
c. Frasa “perbuatan cabul” pada Pasal 292 KUHP bermakna segala 
perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, 
semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, contohnya: 
cium-ciuman; meraba-raba anggota kemaluan; meraba-raba buah 
dada; dan sebagainya. Persetubuhan juga masuk dalam pengertian 
cabul; 
d. Frasa “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum 
cukup umur” pada Pasal 292 KUHP bermakna orang dewasa yang 
melakukan perbuatan cabul sesama jenis ini harus mengetahui atau 
setidak-tidaknya patut dapat menyangka.bahwa perbuatan cabul 
dilakukan terhadap orang yang belum dewasa 
Rumusan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana 495 
 Dalam RUU KUHP 2018 perihal mengenai LGBT mengalami perubahan 
daripada KUHP yang lama. Yang dibahas dalam RUU KUHP  ini adalah 
pencabulan homoseksual yang terdapat pada KUHP pasal 292. Dalam RUU 
KUHP 2018 per tanggal 5 Februari, tentang homoseksual diatur dalam Pasal 
495. Adapun bunyi pasal tersebut adalah: 
Pasal 495 
1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang 
sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 
18  tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9  tahun. 
2) Dipidana dengan pidana yang sama ditambah dengan sepertiga jika 
perbuatan cabul sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan cara 
seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin 
dengan alat kelamin yang dilakukan secara homoseksual. 
 Berdasar pada rumusan Pasal 495 tersebut yang dibahas pada 5 




RUU KUHP DPR RI tersebut. Dimana usulan dikriminalisai tersebut 
terdapat 2 alternatif, yakni: 
Alternatif satu: 
Pasal 495 
“Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang 
yang mempunyai jenis kelamin sama, diketahui belum berumur 
18 tahun akan di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 




Tiap orang yang melakukan perbuatan cabul senonoh dengan orang 
yang berjenis kelamin sama: 
a. di muka umum dengan pidana penjara maksimal 1 tahun 6 bulan 
atau dengan hukuman maksimal kategori II. 
b. Paksaan dengan kekerasan dapat dihukum dengan pidana penjara 
9 tahun atau denda kategori iii. 
c. yang di piublikasikan sebagai konten pornografi di kenakan 
pidana penjara 9 tahun atau denda maksimum dalam kategori iii. 
1) Setiap orang yang telah melakukan tindakan cabul yang berjenis 
kelamin sama yang diketahui atau dicurigai beralasan di bawah 
usia 18 tahun dikenai hukuman penjara maksimum 12 tahun atau 
denda maksimum kategori iv. 
2) Dalam hal perbuatan yang ditentukan dalam ayat dua yang 
dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, hukuman penjara maksimum adalah 15 tahun penjara 
atau denda maksimum kategori v. 
 Jika merujuk pada Pasal 495 dalam RUU KUHP 2018, dapat 
disimpulkan bahwa penyebutan pelaku seks sesama jenis ini masih 
dikaitkan dengan perilaku “cabul”. Seharusnya dalam penyebutannya 
adalah memakai frasa kata perbuatan seks menyimpang yang dilakukan 




Konsep Kebijakan Dalam Mengatur Perilaku LGBT 
Selanjutnya dalam perumusan konsep suatu kebijakan, penulis juga harus 
melihat dan mempertimbangkan landasan yuridis, empiris, dan filosofis, yang 
mana hal ini dianggap sangat perlu dan dipandang sebagai awal pendeskripsian 
dari sumber hukum. 
a. Landasan Yuridis 
Justifikasi kriminalisasi perbuatan homoseks selanjutnya adalah 
justifikasi yuridis. Dalam justifikasi yuridis ini akan dikemukakan  2 
(dua) hal yang menjadi alasan dasar dalam melakukan kriminalisasi 
perbuatan homoseks, yaitu adanya kekosongan hukum dan amanat UUD 
1945. 
Pertama, dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, 
tidak terdapat suatu undang-undang yang mengatur larangan perbuatan 
homoseks secara konkrit dan jelas, bahkan terhadap perbuatan homoseks 
ini terdapat kekosongan hukum di Indonesia. 
Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan 
dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk 
Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum 
itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak 
harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari 
Undang- Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah 
ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum 
ada. 
Sehingga, selalu ada ruang bagi gagasan atau perilaku apapun, 
baik yang tidak masuk akal sekalipun, seperti keberadaan LGBT di 
Indonesia. Hal ini sengaja di pakai agar bisa terus eksis di kancah kajian 
atau pendapat hukum. Sebab itu, bagi setiap warga negara harus 
memiliki rasa untuk sekedar tau, apakah perilaku LGBT dibenarkan?, 
bagaimana cara pemerintah mengawal penegakan hukum tersebut. 
Penciptaan norma untuk mengisi kekosongan norma harus cepat 
dibuat, karena jikalau kekosongan norma ini berlanjut lama maka akan 




jika tetap seperti ini maka nanti aka nada  gilirannya untuk membuat 
konsepsi pemahaman yang menyimpang tentang seksualitas. Dikatakan 
menyimpang karena tidak dapat menyatkan antara keinginannya dengan 
prinsip-prinsip dasar kehidupan, sehingga terjadi gangguan 
keberfungsian sosial. Faktanya, tidak ada satupun agama, nilai 
kemanusiaan, atau nilai kemanfatan manapun yang membenarkan 
perilaku demikian. 
b. Landasan Sosiologis 
Selain landasan yang telah dikemukakan diatas, selanjutnya adalah 
landasan sosiologis. Pembahasan mengenai landasan sosiologis ini akan 
mengemukakan tentang bagaimana pandangan masyarakat secara 
kolektif terhadap perbuatan homoseks yang dilakukan di Indonesia. 
Setidaknya akan dikemukakan 2 (dua) cara pandang masyarakat 
Indonesia terhadap perbuatan homoseks yang dilakukan di Indonesia, 
yaitu cara pandangan masyarakat secara kolektif terhadap perbuatan 
homoseks yang dilakukan di Indonesia dan kebutuhan sosial 
masyarakat secara kolektif atas maraknya perbuatan homoseks yang 
dilakukan di Indonesia. 
Pertama, perbuatan hubungan seks sesama jenis atau homoseks di 
Indonesia dipandang negatif oleh sebagian masyarakat Indonesia. 
Pandangan negatif ini merupakan hasil dari berbagai reaksi masyarakat 
Indonesia atas maraknya praktik-praktik homoseks di Indonesia. 
Reaksi pertama yaitu munculnya kegelisahan dan ketakutan akan 
menjadi korban dari tindakan homoseks. Sebagai contohnya, pada tahun 
2016 terdapat beberapa orang yang dipimpin oleh Euis Sunarti 




memperluas tafsir salah satu pasal di KUHP yaitu Pasal 292 KUHP 
yang mengatur mengenai larangan perbuatan cabul sesama jenis 
terhadap seorang anak. Uji materi yang di lakukan oleh Euis Sunarti 
dan para pemohon lain berawal dari adanya ketakutan akan menjadi 
korban tindakan homoseks yang dapat merusak institusi ketahanan 
keluarga karena tidak adanya aturan mengenai larangan homoseks yang 
dilakukan oleh sesama orang dewasa.140 
Reaksi kedua adalah timbulnya kekhawatiran karena hubungan 
sesama jenis yang dapat merusak moral bangsa Indonesia, hal ini 
disampaikan oleh Bambang Soesatyo Ketua DPR RI yang menyatakan 
bahwa mendorong parlemen menolak legalisasi hubungan sesama jenis, 
karena dapat merusak moral bangsa. 
Reaksi ketiga adalah munculnya rasa takut bagi setiap warga 
Indonesia yang telah memasuki usia dewasa.142 Bahwa berdasarkan 
frasa “...sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum 
dewasa” dalam Pasal 292 KUHP, negara hanya memberikan kepastian 
perlindungan hukum terhadap korban yang belum dewasa atau seorang 
anak, sedangkan korban yang telah dewasa tidak diberikan kepastian 
dan perlindungan hukum. Padahal Pasal 28D Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa negara wajib 
memberikan perlindungan atas hak setiap warga untuk mendapatkan 
rasa aman; tentram; damai dan bahagia serta mendapat kepastian 
maupun keadilan dihadapan hukum. 




homoseks yang dilakukan di Indonesia merupakan fakta nyata bahwa 
perbuatan homoseks tidak boleh dilakukan di Indonesia dan masyarakat 
secara tegas menolak praktik-praktik perbuatan homoseks di Indonesia. 
Kedua, pandangan selanjutnya mengenai kebutuhan sosial 
masyarakat secara kolektif terhadap maraknya perbuatan homoseks di 
Indonesia. Maraknya perbuatan homoseks yang dilakukan di Indonesia 
telah memicu berbagai reaksi dari masyarakat sebagaimana telah 
dikemukakan di atas. Fenomena perbuatan homoseks ini dinilai 
masyarakat sebagai suatu persoalan yang harus segera diselesaikan oleh 
Pemerintah Indonesia dan DPR melalui kebijakannya untuk melakukan 
kriminalisasi perbuatan homoseks. 
Desakan dari berbagai elemen masyarakat kepada pembentuk 
undang-undang untuk segera melakukan kriminalisasi perbuatan 
homoseks mulai bermunculan setelah Mahkamah Konstitusi memutus 
menolak uji materi perluasan pasal yang dapat memidanakan perbuatan 
homoseks. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Zainut 
Tauhid Sa'adi, mendesak Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk 
segera menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016) 
yang menyatakan bahwa MK tidak berwenang merumuskan tindak  
pidana baru karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan DPR 
dan Presiden. 
Dengan demikian, didasarkan pada kedua alasan pandangan diatas 




perbuatan homoseks di Indonesia, dan adanya desakan masyarakat 
Indonesia atas kebutuhan sosial untuk terciptanya rasa aman melalui 
kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan homoseks, maka pembentuk 
undang-undang (Pemerintah dan DPR RI) perlu memperhatikan dan 
mempertimbangkan secara mendalam untuk merealisasikan keinginan 
masyarakat Indonesia tersebut. 
Disamping itu, perlu diketahui juga bahwa masyrakat Indonesia 
merupakan masyarakat yang beragama dan menganut system Ketuhanan 
sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila  sila pertama yakni 
“Ketuhanan Yang Maha Esa.” Berdasarkan hal tersebut, maka dalam 
mengambil suatu kebijakan harus menginterprestasikan sila pertama 
dalam suatu rancangan kebijakan tersebut. 
c. Landasan Filosofis 
Pembahasan justifikasi filosofis dalam hal ini berperan untuk 
memperoleh objektivitas dan validitas121 pada upaya kriminalisasi 
perbuatan homoseks di Indonesia. Justifikasi filosofis yang digunakan 
dalam pembahasan ini yaitu filsafat pancasila sebagai pandangan hidup 
bangsa Indonesia. 
Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta filsafat hidup bangsa 
Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu nilai dasar yang bersifat 
fundamental, sistematis, dan holistic. Sila persila yang tersusun adalah 
satu kesatuan yang bulat, utuh, dan hierarkis, sehingga dapat diartikan 
sebagai suatu system filsafat. Dasar pemikiran filosofis yang terkandung 
dalam setiap sila bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara 
megandung arti dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, 
kemasyarakatan, dan kenegaraan yang berdasarkan kepada nilai 
Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. 
Menelaah dari sisi filosofis Pancasila, ada nilai-nilai Ketuhanan 
yang hidup dari setiap sila. Konsep nilai-nilai kemanusiaan pun sudah 




Yang Maha Esa” telah dihadirkan di dalam konstitusi Indonesia sebagai 
sumber utama dalam membuat peraturan atau kebijakan dalam 
menentukan hukum yang dicita-citakan. Sedangkan pada sila ke dua 
yakni “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, maksudnya seorang 
manusia adalah makhluk Tuhan, dan seharusnya sebagai manusia yang 
beradab maka harus menampilkan dirinya sebagai manusia (berperilaku 
sebagai manusia). Dari kedua sila ini sudah bisa dipahami bahwasannya 
keberadaan perilaku LGBT di Indonesia tidak bisa diterima secara legal. 
Berdasarkan hasil analisis terhadap eksistensi, kasus-kasus, peraturan 
yang mengatur LGBT, serta  tinjauan-tinjauan lainnya tentang 
keberadaan LGBT dan berdasar pada kebutuhan masyarakat maka 
penulis menawarkan sebuah konsep kebijakan baru terkait pengaturan 
perilaku LGBT, dimana konsep yang ditawarkan adalah melarang 
adanya LGBT di Indonesia karena dari segi peilaku yang ditimbulkan 
tersebut tidak sesuai dengan filsafat negara Indonesia yang disebut 
sebagai Negara Hukum Pancasila. 
 Adapun tawaran penulis dalam perumusan Tindak pidana 
kesusilan yang ideal terhadap pelaku seks menyimpang sesama 
jenis kelamin (LGBT) adalah: 
 
Perumusan yang ideal Tindak pidana kesusilaan pada pelaku 
seks menyimpang sesama jenis kelamin (LGBT)  
Pasal ………. 
(1) "setiap orang-orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang 
dari jenis kelamin yang sama;  
(a) dipidana selama lamanya dengan pidana penjara paling lama 9 
tahun 
"(b) secara paksa dengan kekerasan atas ancaman kekerasan, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling 
banyak Kategori IV (Rp500 juta).  
“(c) yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan 





(2) menyatakan, setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan 
orang yang sama jenis kelamin, yang diketahui atau patut diduga 
belum berumur 18 tahun, dipidana dengan pidana penjara 12 tahun 
atau pidana denda paling banyak Kategori IV (Rp500 juta) 
“Ayat (3) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
poin (b) dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau pidana 





a. LGBT merupakan bagian dari tindak pidana menurut hukum pidana 
Indonesia, yaitu diatur di dalam ketentuan Pasal 292 KUHP, akan tetapi 
ketentuan tersebut masih sangat terbatas hanya mengatur orang dewasa yang 
melakukan perbuatan cabul atau berhubungan seks sesama jenis dengan 
seorang anak di bawah umur saja. Perlu adanya tindakan khusus dari negara 
untuk melakukan upaya pencegahan munculnya kaum LGBT mengingat 
pada dasarnya LGBT merupakan suatu kejahatan seksual. Indonesia sebagai 
negara hukum hendaknya lebih memberikan kepastian hukum LGBT dan 
perhatian penuh kepada permasalahan LGBT yang rentan terhadap kejahatan 
seksual. Sebagai negara besar Indonesia tidak boleh atau jangan sampai pada 
tahapan melegalkan perbuatan LGBT yang jelas-jelas tidak sesuai dengan 
kaidah-kaidah dan nilai-nilai luhur bangsa. 
b. Pengaturan mengenai hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh 
LGBT di dalam hukum pidana Indonesia saat ini masih sangat terbatas 
mengatur orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul atau hubungan 
seks sesama jenis dengan seorang anak di bawah umur saja, oleh karena itu 
perlu dilakukan kriminalisasi yang lebih luas terhadap hubungan seksual 
sesama jenis yang dilakukan oleh komunitas LGBT khususnya yang 
dilakukan oleh sesama orang dewasa di dalam RKUHP yang saat ini sedang 
di bahas di DPR, yakni dengan melakukan perluasan terhadap pengaturan 
yang melarang hubungan seksual sesama jenis dari sekedar yang dilakukan 
oleh orang dewasa dengan anak dibawah umur diperluas juga terhadap 
hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh sesama orang dewasa 
dan/atau sesama anak yang masih berada di bawah umur. Perbuatan LGBT 
sebenarnya merusak dan mempertanyakan nilai-nilai keseimbangan yang ada 
dalam ideologi nasional sebagai manifestasi jiwa dan moralitas masyarakat 
Indonesia, terutama nilai-nilai ke-Tuhanan. Karena Indonesia adalah negara 
yang berpusat pada ke-Tuhanan, tindakan yang bertentangan dengan nilai ke 
Tuhanan harus dihukum menggunakan kebijakan hukum pidana yang 






a. Pemerintah Indonesia sebaiknya lebih responsif dalam menangkap isu-
isu yang beredar dan masyarakat lebih aktif dalam memberikan 
masukan-masukan kepada Pemerintah untuk melakukan evaluasi 
terhadap peraturan perundang-undangan yang merupakan warisan 
pemerintah kolonial Belanda untuk segera di perbaharui dengan 
memperhatikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.  
b. Kekurangan dalam pengaturan hukum perbuatan homoseksual di 
Indonesia yakni pada pasal 292 KUHP hanya mengatur perbuatan 
homoseksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak, DPR RI dan 
Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang perbuatan LGBT di Indonesia dari 
semua kelompok usia di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang dibahas saat ini dan segera 
mengesahkannya, agar segala bentuk penyimpangan seksual yang ada 
dapat segera ditanggulangi segala resiko yang ditimbulkan dapat 
segera diatasi dan diharapkan memasukkan perbuatan homoseksual 
sebagai delik umum sebagai kejahatan yang menodai martabat luhur 
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